GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI PROVINSI LAMPUNG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan
salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan
sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan
lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan
hidup dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit
termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah
dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat
menghambat pelaksanaan pembangunan nasional
sehingga perlu dilakukan pencegahan dan
penanggulangan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang menentukan bahwa kesehatan
merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi
kewenangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Lampung;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2688);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1501 /MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit
Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan
Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 503)

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit
Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1755);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015
tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1175);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015
tentang Upaya Peningkatan Kesehatan Dan Pencegahan
Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1755);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT DI PROVINSI LAMPUNG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi
Lampung.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Gubernur adalah Gubernur Lampung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun
sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya
hidup produktif.

Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang
secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari
kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara
produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk
promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah
Daerah, dan/atau masyarakat.

Upaya Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan untuk memampukan individu dalam mengendalikan dan
meningkatkan kesehatannya.

Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit atau
menghentikan penyakit dan mencegah komplikasi yang diakibatkan setelah
timbulnya penyakit.

Upaya Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit dan [ atau
pengurangan penderitaan akibat penyakit.

Upaya Kesehatan Rehabilitatif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan yang ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi dan mengurangi
disabilitas pada individu dengan masalah Kesehatan dalam interaksinya
dengan lingkungannya.

Upaya Kesehatan Paliatif adalah Upaya Kesehatan yang ditujukan untuk
meningkatkan kualitas hidup Pasien dan keluarganya yang menghadapi
masalah berkaitan dengan penyakit yang mengancam jiwa.

Pelayanan Kesehatan segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau
masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan
masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau
paliatif.

Pencegahan Penyakit adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang
bersifat  preventif, dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan
berkesinambungan, yang ditujukan untuk menghindari atau mengurangi
risiko dan dampak buruk akibat penyakit.

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular adalah upaya kesehatan yang
mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek
kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang ditujukan untuk menurunkan
angka kesakitan, kecacatan, dan kematian yang dilaksanakan secara
komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang
disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.

Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah penyakit yang
tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan
perlahan dalam jangka waktu yang panjang.



19. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah
meningkatnya Kejadian Luar Biasa penyakit menular yang ditandai dengan
jumlah kasus dan/atau kematian meningkat dan menyebar secara cepat
dalam skala luas.

20. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah meningkatnya
kejadian, kesakitan, kematian, dan/atau kedisabilitasan akibat penyakit dan
masalah Kesehatan yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah pada
kurun waktu tertentu.

Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit diselenggarakan berdasarkan asas:

perikemanusiaan;

keseimbangan;

manfaat;

ilmiah;

pemerataan;

etika dan profesionalitas;

pelindungan dan keselamatan,

penghormatan terhadap hak dan kewajiban;

keadilan;

nondiskriminatif;

pertimbangan moral dan nilai agama;

partisipatif;
. kepentingan umum;

keterpaduan;

kesadaran hukum;

kedaulatan negara;

kelestarian lingkungan hidup;

kearifan budaya; dan

ketertiban dan kepastian hukum.
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Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar
hukum dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit bagi Pemerintah
Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit bagi masyarakat di Daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata
kelola Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Daerah.

—
[y
—

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Daerah initerdiri atas:

kelompok dan jenis penyakit;

pencegahan dan penanggulangan penyakit;
upaya kesehatan jiwa;

sumber daya kesehatan;

hak dan kewajiban; dan
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pembinaan dan pengawasan.



(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

Pasal 9

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan
masyarakat.

Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. agama dan/atau keyakinan;

b. kondisi geografis;

c. adat istiadat;

d. kebiasaan; dan

e. perkembangan masyarakat.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 10
Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dalam Penanggulangan

Penyakit Menular dilakukan melalui kegiatan:

promosi kesehatan;

surveilans kesehatan;

pengendalian faktor risiko;

penemuan kasus;

penanganan kasus;

pemberian kekebalan atau imunisasi,

pemberian obat pencegahan secara massal; dan

. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk menghadapi potensi wabah, terhadap kelompok
masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular dilakukan kegiatan sebagai
berikut:

penemuan penderita di fasilitas pelayanan kesehatan;

penyelidikan epidemiologi;

pengobatan massal;

pemberian kekebalan massal;

intensifikasi pengendalian faktor risiko;

isolasi,

karantina; dan

surveilans.
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Pasal 11
Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a
dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara
sistematis dan terorganisasi.

Promosi kesehatan dilakukan melalui kegiatan:
penyuluhan;

konsultasi, bimbingan dan konseling;
intervensi perubahan perilaku;
pemberdayaan;

pelatihan; atau

pemanfaatan media informasi.

me a0 o



(3)

(4)

Promosi kesehatan diarahkan untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan
sehat guna memelihara kesehatan dan pencegahan penularan penyakit.

Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit berupa:

cuci tangan pakai sabun;

pemberantasan jentik nyamuk;

menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga;

mengkonsumsi makanan gizi seimbang;

melakukan aktivitas fisik setiap hari;

menggunakan jamban sehat;

menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi; dan

. mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat.
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Pasal 12

Surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b
dilakukan untuk:

a.

(1)

3)

(4)

(5)

tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor
risikonya masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka
pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien;
terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya
KLB/wabah dan dampaknya;

terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB/wabah; dan

dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang
berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.

Pasal 13
Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf ¢ ditujukan untuk memutus rantai penularan dengan cara:
a. perbaikan kualitas media lingkungan;
b. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
c. rekayasa lingkungan; dan
d. peningkatan daya tahan tubuh.

Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a antara lain perbaikan kualitas air, udara, tanah, sarana dan
bangunan, serta pangan agar tidak menjadi tempat berkembangnya agen
penyakit.

Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan melalui upaya penyehatan dan pengamanan terhadap media
lingkungan.

Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Rekayasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan
paling sedikit dengan kegiatan rehabilitasi lingkungan secara fisik, biologi
maupun kimiawi.

Peningkatan daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
paling sedikit dilakukan dengan perbaikan gizi masyarakat.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf Kedua
Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pasal 14

Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui upaya pencegahan,
pengendalian, dan pemberantasan.

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor
risiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman
Penyakit Menular.

Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan
kesehatan.

Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan
biologi

Pasal 15

Penyelenggaraan Pencegahan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a dapat dilakukan dengan upaya pencegahan melalui imunisasi
di lingkungan sekitarnya.

Dalam hal penyakit menular tertentu belum ditemukan vaksin maka
pencegahan dan penanggulangan dalam pelaksanaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tular Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

Pasal 16
Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tular vektor dan
binatang pembawa penyakit dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan
berkoordinasi bersama organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang peternakan.

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tular vektor dan
binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat
Penyelenggaraan, Pencegahan, dan Penanggulangan
Penyakit Potensi Wabah, dan/atau KLB

Pasal 17
Dalam hal suatu Penyakit Menular telah ditetapkan menjadi Wabah dan/atau
KLB, Pemerintah Daerah wajib segera melakukan tindakan upaya Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit.

Penanggulangan Wabah dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. penyelidikan epidemiologis;

b. penatalaksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan,
pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan
karantina;
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pencegahan dan pengebalan;
pemusnahan penyebab penyakit;
penanganan jenazah akibat wabah;
penyuluhan kepada masyarakat; dan

upaya penanggulangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(3) Upaya penanggulangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g
dilakukan sesuai dengan jenis penyakit yang menyebabkan Wabah dan/atau
KLB.

(4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
dengan berpedoman kepada protokol Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 18
(1) Gubernur dapat membentuk tim dalam rangka penyelenggaraan Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan Wabah dan/atau KLB
yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi antara
lain:
a. melakukan deteksi dini Wabah dan/atau KLB;
b. melakukan respon Wabah dan/atau KLB;
c. membuat rekomendasi penanggulangan Penyakit Menular/Wabah; dan
d. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Tim berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara
cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Pasal 19
(1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan
Pencegahan dan Penanggulangan PTM serta akibat yang ditimbulkannya.

(2) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan PTM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat
dan Upaya Kesehatan perseorangan.

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM melalui Upaya Kesehatan Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan upaya
pencegahan dan pengendalian.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada
pengendalian faktor risiko PTM yang dapat diubah.

(3) Faktor risiko perilaku yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
antara lain:
merokok;

kurang aktifitas fisik;

diet yang tidak sehat;

konsumsi minuman beralkohol;
lingkungan yang tidak sehat; dan

me a0 TP

depresi/stress.
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(5)

(1)

(2)

(2)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
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Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
kegiatan:

a. promosi kesehatan;

b. deteksi dini; dan

c. perlindungan khusus.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.

Pasal 21
Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a,
bertujuan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih.

Promosi kesehatan dilakukan dengan strategi:
a. advokasi;

b. pemberdayaan masyarakat; dan

c. kemitraan

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan
kepada para penentu kebijakan dan pemangku kepentingan guna
mendapatkan dukungan dalam bentuk kebijakan dan sumber daya yang
diperlukan.

Hasil advokasi di setiap jenjang pemerintahan dapat diinformasikan dan
dijadikan bahan advokasi ke jenjang pemerintahan yang lain secara timbal
balik.

Pasal 23
Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
huruf b ditujukan untuk menciptakan kesadaran, kemauan, serta
kemampuan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam rangka
meningkatkan kepedulian dan peran aktif di berbagai upaya kesehatan untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses
pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan,
potensi, dan sosial budaya setempat.

Pasal 24
Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c
dilaksanakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan advokasi
dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan.

Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip kesamaan kepentingan, kejelasan
tujuan, kesetaraan kedudukan, dan transparansi di bidang kesehatan.

Pasal 25
Deteksi dini faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4)
huruf b dilakukan untuk menemukan faktor risiko PTM sedini mungkin.

Deteksi dini faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap individu dan/atau kelompok yang berisiko atau tidak berisiko secara
rutin melalui:

a. wawancara;
b. pengukuran;
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c. pemeriksaan; dan
d. konseling atau edukasi.

Dalam hal berdasarkan hasil deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) positif berisiko PTM, harus ditindaklanjuti dengan pengendalian faktor
risiko.

Pasal 26
Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c,
dilakukan untuk pencegahan penyakit dengan pemberian

kekebalan/imunisasi.

Pemberian kekebalan/imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat dilakukan terhadap jenis PTM yang memungkinkan secara keilmuan
di bidang kesehatan dan harus berdasarkan bukti ilmiah.

Pemberian kekebalan/imunisasi terhadap jenis PTM sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diselenggarakan setelah mendapatkan rekomendasi komite ahli
imunisasi dan/atau komite ahli Penanggulangan PTM.

BAB IV
UPAYA KESEHATAN JIWA

Pasal 27

Upaya Kesehatan Jiwa diselenggarakan untuk:

a.

(1)

(2)

(3)

menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati
kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan
gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan Jiwa; dan

menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan
dan potensi psikologis lainnya.

Pasal 28
Upaya Kesehatan Jiwa diberikan secara proaktif, terintegrasi, komprehensif,
dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia bagi orang yang
berisiko, orang dengan gangguan jiwa, dan masyarakat.

Upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk upaya
pencegahan bunuh diri melalui pencegahan faktor risiko bunuh diri,
pencegahan timbulnya pemikiran tentang menyakiti diri sendiri, dan
pencegahan percobaan bunuh diri.

Pasal 29
Setiap Orang berhak mendapatkan:
a. akses Pelayanan Kesehatan Jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau;
dan

b. informasi dan edukasi tentang Kesehatan Jiwa.

Setiap Orang dilarang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan,
dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran,
dan/ atau kekerasan terhadap orang yang berisiko atau orang dengan
gangguan jiwa, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi orang yang
berisiko dan orang dengan gangguan jiwa

Orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa mempunyai hak yang
sama sebagai warga negara.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(2)
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Pasal 30
Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
a. menciptakan kondisi Kesehatan Jiwa yang setinggi-tingginya dan
menjamin Kketersediaan, aksesibilitas, mutu, dan pemerataan Upaya
Kesehatan Jiwa;

b. memberi pelindungan dan menjamin Pelayanan Kesehatan Jiwa bagi orang
yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa berdasarkan pada hak
asasi manusia;

c. memberikan kesempatan kepada orang yang berisiko dan orang dengan
gangguan jiwa untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara
Indonesia;

d. melakukan penanganan dan menyediakan pembiayaan penanganan
terhadap orang dengan gangguan jiwa yang telantar, menggelandang, dan
mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain;

e. menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Kesehatan
Jiwa, baik di tingkat pertama maupun tingkat lanjut di Daerah termasuk
layanan untuk pasien narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

f. menyediakan ruang untuk pasien narkotika, psikotropika dan zat adiktif
dengan jumlah tempat tidur paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari
jumlah tempat tidur yang ada di setiap rumah sakit jiwa;

g. mengembangkan Upaya Kesehatan Jiwa berbasis masyarakat sebagai
bagian dari Upaya Kesehatan Jiwa keseluruhan;

h. melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan di luar sektor
Kesehatan dan Upaya Kesehatan Jiwa berbasis masyarakat; dan

i. mengatur dan menjamin ketersediaan sumber daya manusia di bidang
Kesehatan Jiwa untuk pemerataan penyelenggaraan Upaya Kesehatan
Jiwa.

Upaya Kesehatan Jiwa dilaksanakan dengan mengedepankan peran keluarga
dan masyarakat.

Upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk upaya
rehabilitasi terhadap orang dengan gangguan jiwa.

Pasal 31
Upaya Kesehatan Jiwa dalam bentuk Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh:
a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan
kewenangan di bidang Kesehatan Jiwa; dan

b. tenaga profesional lain yang terlatih di bidang Kesehatan Jiwa dengan
tetap menghormati hak asasi Pasien.

Upaya Kesehatan Jiwa dilaksanakan di keluarga, masyarakat, dan fasilitas
pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa.

Pasal 32
Fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa meliputi:
a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan

b. fasilitas pelayanan di luar sektor Kesehatan dan fasilitas pelayanan
berbasis masyarakat.

Fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Pasal 33
Upaya Kesehatan Jiwa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V
SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 34
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin ketersedian sumber daya
kesehatan.

(2) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. fasilitas Kesehatan;

b. sumber daya manusia; dan

c. pendanaan.
Pasal 35
Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a
meliputi:
a. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
b. fasilitas umum yang dapat digunakan untuk upaya Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit.

Pasal 36
(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf
b meliputi:
a. tenaga kesehatan; dan

b. tenaga non kesehatan, yang memiliki kemampuan teknis di bidang
Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit.

(2) Kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:
a. pendidikan; dan/atau

b. pelatihan,yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Masyarakat

Pasal 37
(1) Masyarakat berhak untuk:
a. hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial;

b. mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang
dan bertanggung jawab;

c. mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau
agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya,

d. mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan
Kesehatan;

e. mendapatkan akses atas Sumber Daya Kesehatan;

f. menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya
secara mandiri dan bertanggungjawab;

g. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat Kesehatan;



(2)

(3)

(4)

()

HE:

h. menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang
akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi
mengenai tindakan tersebut secara lengkap;

i. memperoleh kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadinya;

j. memperoleh informasi tentang data Kesehatan dirinya, termasuk tindakan
dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari Tenaga
Medis dan/atau Tenaga Kesehatan;

k. mendapatkan pelindungan dari risiko Kesehatan; dan

Mendapatkan bantuan atau subsidi kebutuhan hidup bagi masyarakat
yang terdampak penyakit akibat KLB atau wabah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

-

Hak secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan
untuk Pelayanan Kesehatan yang diperlukan dalam keadaan Gawat Darurat
dan/atau penanggulangan KLB atau Wabah.

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak berlaku pada:

a. seseorang yang penyakitnya dapat secara cepat menular kepada
masyarakat secara lebih luas;

b. penanggulangan KLB atau Wabah;

c. seseorang yang tidak sadarkan diri atau dalam keadaan Gawat Darurat;
dan

d. seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat yang dianggap tidak cakap
dalam membuat keputusan dan tidak memiliki pendamping serta dalam
keadaan kedaruratan.

Kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf i tidak berlaku dalam hal:

a. pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan

hukum;

penanggulangan KLB, Wabah, atau bencana;

kepentingan pendidikan dan penelitian secara terbatas;

upaya pelindungan terhadap bahaya ancarnan keselamatan orang lain

secara individual atau masyarakat;

e. kepentingan pemeliharaan Kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan
perawatan Pasien;

f. permintaan Pasien sendiri;

g. kepentingan administratif, pembayaran asuransi, atau jaminan
pembiayaan Kesehatan; dan/ atau

h. kepentingan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

oo

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Masyarakat berkewajiban untuk:

a.

b.

-0

ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya,

menjaga dan meningkatkan derajat Kesehatan bagi orang lain yang menjadi
tanggung jawabnya,

menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat;
menerapkan perilaku hidup sehat dan menghormati hak Kesehatan orang
lain;

mematuhi kegiatan penanggulangan KLB atau Wabah,;

mengikuti program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional
dan

kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.



Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 39
Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
a. merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi

penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, elisien, merata, dan
terjangkau oleh masyarakat;

b. meningkatkan dan mengembangkan Upaya Kesehatan dalam rangka
meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan;

c. menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan KLB atau Wabah, penanggulangan
KLB atau Wabah, dan pasca-KLB atau Wabah;

d. menciptakan lingkungan yang sehat bagi Masyarakat;

e. menjamin ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan
serta informasi dan edukasi Kesehatan;

f. menjamin ketersediaan sumberdaya manusia dalam rangka Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit; dan

g. menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sesuai
kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40
(1) Gubernur melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan
dibidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap:
a. Masyarakat;

b. setiap pengelola; dan
c. Penyelenggara atau penanggung jawab program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit.

(3) Gubernur dapat membentuk tim dalam rangka penyelenggaraan, pembinaan
dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakityang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 41
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan melalui:
komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat;
sosialisasi dan advokasi;
penguatan kapasitas dan bimbingan teknis;
konsultasi;
pendidikan dan pelatihan; dan/atau
bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:

a. meningkatkan akses dan memenuhi kebutuhan setiap orang terhadap
Sumber Daya Kesehatan dan Upaya Kesehatan;

b. menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan Upaya Kesehatan;

c. meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan serta kemampuan Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan; dan

d. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat
menimbulkan bahaya bagi Kesehatan.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 42

Lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi:

a. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk
ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;

b. ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur
operasional, serta etika dan disiplin profesi;

c. dampak Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan;

evaluasi penilaian kepuasan masyarakat;

e. akuntabilitas dan kelayakan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Sumber
Daya Kesehatan; dan

f. objek pengawasan lain sesuai dengan kebutuhan.

B

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan diatur dalam
Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 44
(1) Pendanaan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan upaya Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah paling sedikit mengalokasikan anggaran sebesar 1% (satu
per seratus) dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk wupaya Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 45

Setiap orang yang menghalangi dalam pelaksanaan upaya pencegahan,
pengendalian dan pemberantasan dalam penanggulangan penyakit menular
dan/atau tidak menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal
15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 29 akan dikenakan sanksi pidana
berupa:

a. kurungan selama maksimal 6 (enam) bulan; dan/atau

b. denda maksimal Rp. 50.000.000,-
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2020 tentang Adaptasi Kegiatan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Derah Provinsi Lampung Tahun 2020

Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 -2 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd
ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 -2- 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
ttd

FAHRIZAL DARMINTO

-’/’!‘

PU I JAILANI, SH, MH

W,

mbina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG: (8-43/2024)



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI PROVINSI LAMPUNG

UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu,
setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip
nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat
penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia,
peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan
nasional.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada
mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-
angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh
masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang
mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat
menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.

Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi
menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-
Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang
kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang
setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan
seluruh aspek kesehatan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 9

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan
masyarakat.

Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. agama dan/atau keyakinan,;

b. kondisi geografis;

c. adat istiadat;

d. kebiasaan; dan

e. perkembangan masyarakat.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Paragraf Kesatu
Umum
Pasal 10

Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dalam Penanggulangan
Penyakit Menular dilakukan melalui kegiatan:
promosi kesehatan;
surveilans kesehatan;
pengendalian faktor risiko;
penemuan kasus;
penanganan kasus;
pemberian kekebalan atau imunisasi,
pemberian obat pencegahan secara massal; dan
. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SR a0 TP

Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk menghadapi potensi wabah, terhadap kelompok
masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular dilakukan kegiatan sebagai
berikut:

penemuan penderita di fasilitas pelayanan kesehatan;

penyelidikan epidemiologi;

pengobatan massal;

pemberian kekebalan massal;

intensifikasi pengendalian faktor risiko;

isolasi;

karantina; dan

surveilans.

w0 o

Pasal 11
Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a
dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara
sistematis dan terorganisasi.

Promosi kesehatan dilakukan melalui kegiatan:
penyuluhan;

konsultasi, bimbingan dan konseling;
intervensi perubahan perilaku;
pemberdayaan;

pelatihan; atau

pemanfaatan media informasi.

mo a0 op



(3)

(4)

Promosi kesehatan diarahkan untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan
sehat guna memelihara kesehatan dan pencegahan penularan penyakit.
Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit berupa:

cuci tangan pakai sabun;

pemberantasan jentik nyamuk;

menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga;

mengkonsumsi makanan gizi seimbang;

melakukan aktivitas fisik setiap hari;

menggunakan jamban sehat;

menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi; dan

. mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat.
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Pasal 12

Surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b
dilakukan untuk:

a.

(1)

(3)

(4)

(5)

tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor
risikonya masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka
pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien;
terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya
KLB/wabah dan dampaknya;

terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB/wabah; dan

dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang
berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.

Pasal 13
Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf ¢ ditujukan untuk memutus rantai penularan dengan cara:
a. perbaikan kualitas media lingkungan;
b. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
c. rekayasa lingkungan; dan
d. peningkatan daya tahan tubuh.

Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a antara lain perbaikan kualitas air, udara, tanah, sarana dan
bangunan, serta pangan agar tidak menjadi tempat berkembangnya agen
penyakit.

Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan melalui upaya penyehatan dan pengamanan terhadap media
lingkungan.

Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Rekayasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan
paling sedikit dengan kegiatan rehabilitasi lingkungan secara fisik, biologi
maupun kimiawi.

Peningkatan daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
paling sedikit dilakukan dengan perbaikan gizi masyarakat.



Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.



Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.
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